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ABSTRAK

Zaenuddin. NIM. 18200010250. Konflik dan Pluralitas Aktor dalam
Desain Kebijakan Pembangunan Waduk Lambo di Kabupaten Nagekeo, Nusa
Tenggara Timur. Tesis Program Pascasarjana Program Studi Interdisciplinary
Islamic Studies (11S) Konsentrasi Islam Pembangunan dan Kebijakan Publik
(IPKP) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2021. Pembimbing Tesis: Ahmad Norma
Permata, S. Ag., M. A., Ph. D.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji desain kebijakan publik yang
diformulasikan oleh pemerintah sebagai aparat birokrasi dalam rencana
pembangunan Waduk Lambo di Kabupaten Nagekeo yang menuai polemik,
penolakan dan perlawanan masyarakat adat dan berujung pada terjadinya konflik
sosial. Selain itu, penelitian ini hendak memotret tujuan kelompok-kelompok
kepentingan yang terlibat dibalik tindak lanjut pembangunan Waduk Lambo yang
telah ditetapkan oleh pemerintah pusat sebagai salah satu Proyek Strategis
Nasional (PSN). Mengingat bahwa pembangunan waduk tersebut merupakan
ranah dan otoritas pemerintah daerah yang ditentang masyarakat adat sejak tahun
2000 silam, akan tetapi kewenangannya kemudian dialihkan dari pemerintah
daerah kepada pemerintah pusat.

Untuk menginterpretasikan permasalahan di atas, penelitian ini mengadopsi
teori Birokrasi Rasional yang dikembangkan oleh Max Weber sebagai rumusan
konseptual dalam melihat fenomena birokrasi, dan rantai otoritas serta model
desain kebijakan publik yang diimplementasikan oleh aparat birokrat. Sedangkan
pendekatan kebijakan pluralis Robert Dahl digunakan untuk memetakan
kelompok-kelompok kepentingan yang terlibat dalam proses kebijakan. Penelitian
ini menggunakan metode studi kasus dengan pendekatan kualitatif dan termasuk
jenis penelitian lapangan (field research) dengan objek penelitian mengenai desain
kebijakan dan interaksi kelompok kepentingan. Teknik pengumpulan data yang
digunakan adalah wawancara mendalam dengan berbagai aktor politik, observasi
lapangan dan dokumentasi pembangunan waduk. Pemilihan responden sebagai
sumber data penelitian menggunakan teknik purposive sampling dan snowball
sampling sesuai dengan Kriteria yang relevan dengan penelitian.

Hasil dari temuan penelitian ‘ini menunjukkan bahwa model desain
kebijakan rasional-komprehensif yang diadopsi oleh- Pemerintah Kabupaten
Nagekeo cenderung kaku dan tidak fleksibel dalam merespon gejolak penolakan
masyarakat adat. Hal inilah yang menjadi pemicu dan akar terjadinya konflik
sosial di masyarakat. Pertentangan kepentingan antar kelompok di atas dipetakan
menjadi dua bagian. Pertama, masyarakat adat terdampak pembangunan.
Tuntutan dan kepentingan masyarakat adat ialah mendesak pemerintah daerah dan
pemerintah pusat agar calon lokasi pembangunan Waduk Lambo dapat dialihkan
dari tanah ulayat mereka dan dibangun pada lokasi yang telah disetujui oleh
masyarakat adat, yakni di kawasan Lowophebu dan Malawaka. Adapun manuver
yang digunakan oleh masyarakat adat dalam memperjuangkan hak-hak mereka
adalah dengan menggandeng Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Nusa
Bunga agar dapat mempengaruhi pemerintah pusat dalam proses kebijakan.
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Kedua, Pemerintah Kabupaten Nagekeo. Kepentingan pemerintah daerah adalah
menindaklanjuti rencana pembangunan Waduk Lambo agar dapat segera
dieksekusi. Manuver yang dilakukan adalah dengan mengalihkan kewenangan
pembangunan Waduk Lambo melalui surat yang ditujukan kepada pemerintah
pusat bahwa pembangunan Waduk Lambo telah sesuai dengan Rencana Tata
Ruang dan Wilayah Kabupaten Nagekeo, sebagaimana tercantum dalam Peraturan
Daerah Kabupaten Nagekeo Nomor 1 Tahun 2011. Sehingga pemerintah pusat
merespon dengan menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 Tentang
Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategi Nasional yang di dalamnya
mencantumkan bahwa pembangunan Waduk Lambo merupakan salah satu Proyek
Strategis Nasional (PSN).

Kata Kunci: Konflik Waduk Lambo; Kebijakan Rasional; Masyarakat
Adat; Pluralitas Aktor; Kabupaten Nagekeo
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ABSTRACT

Zaenuddin. NIM. 18200010250. Conflict and Plurality of Actors in The
Policy Design of Lambo Reservoir Development in Nagekeo Regency, East Nusa
Tenggara. Thesis of the Postgraduate Program of Interdisciplinary Islamic Studies
(11S) Concentration of Islamic Development and Public Policy (IPKP) UIN Sunan
Kalijaga Yogyakarta, 2021. Thesis Advisor: Ahmad Norma Permata, S. Ag.,
M. A., Ph. D.

This research aims to review the design of public policies formulated by the
government as a bureaucratic apparatus in the development plan of the Lambo
Reservoir in Nagekeo Regency that reaps polemics, rejection and resistance from
indigenous peoples and leads to social conflicts. In addition, this research aims to
capture the objectives of the interest groups involved behind the follow-up to the
development of the Lambo Reservoir which has been established by the central
government as one of the National Strategic Projects (PSN). Given that the
construction of the reservoir is the domain and authority of the local government
that is opposed by the indigenous peoples since 2000, but the authority is then
transferred from the local government to the central government.

To interpret the above problems, this research adopted the theory of Rational
Bureaucracy developed by Max Weber as a conceptual formulation in looking at
bureaucratic phenomena, and the chain of authority and design model of public
policy implemented by bureaucratic. Meanwhile, Robert Dahl's pluralist policy
approach was used to map out the interest groups involved in the policy
process.This research uses a case study method with qualitative approach and
includes field research type with research object on policy design and interest
group interaction.The data collection techniques used are in-depth interviews with
various political actors, field observations and documentation of reservoir
construction.The selection of respondents as a source of research data using
purposive sampling techniques and snowball sampling in accordance with the
criteria relevant to the study.

The results of this research show that the rational-comprehensive policy
design model adopted by the Nagekeo Regency Government tends to be rigid and
inflexible in responding to the upheaval of indigenous people’s rejection. This is
the trigger and the root of social conflict in society. Conflicts of interest between
the above groups are mapped into two parts. First, indigenous peoples are affected
by development. The demands and interests of indigenous peoples are urging the
local government and the central government so that prospective Lambo Reservoir
construction sites can be diverted from their ulayat land and built on location that
have been approved by indigenous peoples, namely in the Lowophebu and
Malawaka areas.The maneuvers used by indigenous peoples in fighting for their
rights are by cooperating with the Alliance of Indigenous Peoples of the
Archipelago (AMAN) Nusa Bunga in order to influence the central government
in the policy process.
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Second, the Nagekeo Regency Government. The interest of the local government
is to follow up on the lambo reservoir development plan so that it can be executed
immediately.The maneuver is to transfer the authority of Lambo Reservoir
development through a letter addressed to the central government that the
construction of Lambo Reservoir has been in accordance with the Spatial and
Regional Plan of Nagekeo Regency, as stated in Nagekeo District Regulation No.
1 of 2011. So, that the central government responded by issuing Presidential
Regulation No. 3 of 2016 on The Acceleration of Implementation of National
Strategy Projects in which it states that the construction of Lambo Reservoir is one
of the National Strategic Projects (PSN).

Keywords: Lambo Reservoir Conflict; Rational Policy; Indigenous Peoples;
Plurality of Actors; Nagekeo Regency
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Istilah pembangunan merupakan suatu proses yang multidimensional
dan identik dengan pertumbuhan dan perubahan, baik dalam struktur sosial
maupun dalam tingkat ekonomi. Secara umum, esensi dari pembangunan adalah
sebagai suatu proses perencanaan (social plan) yang sistematis, dan diinisiasi
oleh para birokrat pemerintahan melalui kebijakan-kebijakan yang mengarah
pada suatu perubahan agar dapat meningkatkan kesejahteraan serta
memperbaiki kondisi sosial masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan.

Merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pembangunan
diartikan sebagai suatu proses, cara, perbuatan atau tindakan membangun.!
Terkait dengan konsep pembangunan, Effendi berpendapat bahwa
pembangunan merupakan suatu upaya untuk meningkatkan sumber daya, yang
dilakukan dengan sebuah perencanaan berkelanjutan agar tercapai Ssuatu
keadilan dan kesetaraan.? Dalam narasi yang lain, Todaro beranggapan bahwa
pembangunan yang digalakkan oleh suatu negara mengerucut pada tiga aspek
pokok, yakni kesejahteraan masyarakat, akses kegiatan perekonomian dan

sosial, serta ketersediaan distribusi kebutuhan pokok bagi masyarakat.®

1 Arti Kata Pembangunan, dalam https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pembangunan,
Diakses tanggal 30 November 2020.

2 Bachtiar Effendi, Pembangunan Daerah Otonom Berkeadilan. (Yogyakarta: Kurnia
Kalam Semesta, 2002), 2.

3 Michael Paul Todaro, Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga.(Jakarta: Erlangga, 2004),

64.
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Sedangkan menurut Katz (dalam Yuwono), pembangunan diartikan
sebagai suatu usaha perubahan dari keadaan atau kondisi tertentu menuju
keadaan yang lebih baik.! Dalam perspektif yang lain, Johan Galtung
memberikan sebuah definisi bahwa pembangunan merupakan suatu usaha
dalam memenuhi kebutuhan dasar manusia, baik dalam tataran individual
ataupun kelompoknya, serta rangkaian dari seluruh proses pembangunan
dilakukan dengan cara-cara yang tidak menimbulkan kerusakan, baik kerusakan
yang berdampak pada tatanan kehidupan sosial maupun kerusakan yang
berdampak langsung terhadap alam.? Senada dengan Johan Galtung,
Dissaynake berpendapat bahwa pembangunan merupakan suatu proses yang
mengarah pada perubahan sosial dan kualitas hidup yang lebih baik, tanpa
merusak lingkungan atau budaya serta kultur masyarakat setempat.®

Dari beberapa pendapat ahli di atas, dapat diambil sebuah sintesis bahwa
pembangunan mengharapkan adanya suatu perubahan yang lebih baik di dalam
masyarakat, serta berupaya untuk meningkatkan kesejahteraan bersama, baik
kesejahteraan sosial maupun ekonomi melalui pembangunan. Namun, yang
menjadi titik penekanan dalam suatu pembangunan adalah tidak menimbulkan
adanya kerusakan, utamanya kerusakan lingkungan dan Kultur serta budaya

masyarakat setempat yang terdampak pembangunan.

! Teguh Yuwono. Manajemen Otonomi Daerah. (Semarang: Pusat Kajian Otonomi Daerah
dan Kebijakan Publik (PUSKODAK) UNDIP, 2001), 47.

2 Lambang Trijono. Pembangunan Sebagai Perdamaian: Rekonstruksi Indonesia Pasca-
Konflik. (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2007), 3.

3 Zulkarimen Nasution. Komunikasi Pembangunan: Pengenalan Teori dan Penerapannya.
(Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), 254.



Pembangunan terdiri dari dua bagian, yakni pembangunan fisik dan
non-fisik.* Pembangunan fisik merupakan pembangunan yang manfaatnya
dapat dirasakan langsung oleh masyarakat dan tampak oleh mata, seperti
pembangunan infrastruktur dan prasarana yang meliputi fasilitas umum (jalan,
jembatan, waduk/bendungan, bandara, pelabuhan, dan lain-lain) dan fasilitas
sosial (gedung sekolah, rumah ibadah, fasilitas kesehatan, dan lain-lain).
Interpretasi dari pembangunan infrastruktur, telah dijelaskan dalam Peraturan
Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2015 yang berbunyi bahwa
infrastruktur merupakan fasilitas teknis, fisik, sistem, perangkat keras dan
lunak, yang ditujukan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dan
mendukung jaringan struktur agar pertumbuhan ekonomi dan sosial masyarakat
dapat berjalan baik.®> Adapun pembangunan non-fisik ialah pembangunan yang
didasarkan pada dorongan keinginan masyarakat dengan memaksimalkan
potensi sumber daya manusia (SDM) yang ada.

Pembangunan fisik berupa infrastruktur merupakan upaya pemerintah
dalam memangkas disparitas atau kesenjangan sosial di-masyarakat. Dengan
adanya pembangunan, baik di sektor ekonomi maupun sosial diharapkan dapat
meningkatkan kebutuhan dasar dan konektivitas manusia. Sebagai sebuah
lembaga negara, pemerintah memiliki mesin atau sistem manajerial yang

disebut sebagai birokrasi. Adanya birokrasi memberikan wewenang atau

4 Mudrajad Kuncoro. Dasar-Dasar Ekonomika Pembangunan. (Yogyakarta: UPP STIM
YKPN, 2010), 20.

5 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2015 Tentang Kerjasama
Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur Pasal 1 ayat (4)



otoritas penuh bagi para birokrat dalam membuat keputusan ataupun kebijakan.
Salah satu fungsi utama dari birokrasi sebagaimana yang dijelaskan oleh
Andrew Heywood adalah sebagai pelaksana administrasi yang mengeksekusi
serta mengimplementasikan undang-undang ataupun kebijakan negara.®
Lahirnya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2015
merupakan pintu masuk bagi para birokrat untuk merumuskan berbagai
kebijakan, khususnya kebijakan di sektor pembangunan infrastruktur. Sebab,
ketersediaan sarana dan infrastruktur dapat mendongkrak peningkatan
pertumbuhan ekonomi jangka panjang di suatu daerah.’

Namun, di dalam sebuah proses dan kegiatan pembangunan yang
berlangsung, pemanfaatan sumber daya alam, terutama tanah merupakan suatu
hal yang tidak dapat terhindarkan. Khusus pada persoalan komoditas terhadap
tanah, permasalahan tersebut kerap melahirkan konflik yang melibatkan warga
atau kelompok masyarakat dengan kelompok berbadan hukum baik yang
bersifat privat maupun publik. Hal tersebut dipengaruhi oleh penegasan status
penguasaan tanah serta status kepemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah.
Perkembangan konflik di sektor pertanahan terus mengalami perkembangan
baik secara kualitas maupun kuantitas. Penyebabnya adalah karena luas tanah
yang tetap, tidak mengalami perubahan, sementara jumlah populasi manusia

yang memerlukan tanah untuk dapat memenuhi kebutuhannya, terus mengalami

& Andrew Heywood, Political Theory: An Introduction. (London: Palgrave Macmillan,
2012), 112.

" Novi Maryaningsih, Oki Hermansyah dan Myrnawati Savitri, ¢ Pengaruh Infrastruktur
Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia”. Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan, Vol. 17,
No. 1 (Juli 2014), 67



peningkatan dari waktu ke waktu. Pada satu sisi, masyarakat membutuhkan
tanah atau lahan sebagai sumber penghidupan untuk dapat bertahan hidup.
Namun, pada sisi yang lain, negara, swasta maupun korporasi memerlukan
tanah untuk dapat membuka kegiatan perekonomian mereka dalam skala yang
besar.®

Pemanfaatan tanah sebagai sumber daya di dalam pembangunan,
seringkali kurang diperhatikan dan tidak diperhitungkan dampaknya terhadap
keharmonisan ekologi, baik lingkungan alam maupun lingkungan manusia.
Merespon fenomena ini, Sofian Effendi melihat bahwa hancurnya tatanan
kehidupan manusia diakibatkan oleh dominasi proyek-proyek pembangunan
yang berorientasi keuntungan material, sehingga kurang mempertimbangkan
dan mengutamakan hal-hal yang menjadi kebutuhan psikologis kehidupan
manusia.® Dalam konteks tersebut, pembangunan yang seharusnya berfungsi
sebagai sarana menggusur kemiskinan (eradication of poverty), bertransformasi
menjadi senjata untuk menggusur dan mengekslusi orang miskin (eradication
of the poor).1°

Faktor inilah yang menjadi penyebab serta pemicu lahirnya konflik
sosial di dalam masyarakat. Akhirnya benturan kepentingan antara masyarakat

yang menolak pembangunan dengan pemerintah yang merencanakan suatu

8 Bernhard Limbong. Politik Pertanahan. (Jakarta: Margaretha Pustaka, 2014), him. 69.

® Agus Suryono. Dimensi-Dimensi Prima Teori Pembangunan. (Malang: Universitas
Brawijaya Press, 2010), 5.

10 Edi Suharto. Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat: Kajian Strategis
Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial. (Bandung: PT. Refika Aditama, 2014),
223



pembangunan, tidak dapat terhindarkan. Sumber utama yang melatarbelakangi
benturan kepentingan tersebut ialah adanya ketidakadilan sosial serta
diskriminasi terhadap hak-hak individu maupun kelompok.'! Pro-kontra yang
tajam dan intens dalam suatu pembangunan, tidak sedikit yang bermuara dan
berujung pada konflik sosial.

Oleh karena itu, perlu adanya pertimbangan serta analisis terhadap
kebijakan yang diformulasikan oleh para birokrat, terutama di sektor
pembangunan infrastruktur yang membutuhkan lahan dalam jumlah banyak.
Apabila kebijakan yang dibuat memunculkan adanya penolakan publik serta
pembangkangan yang berujung pada terjadinya konflik sosial, maka hal
tersebut menjadi pertanda bahwa terdapat ketidakpuasan publik atas desain
kebijakan yang dibuat oleh pemerintah.!? Artinya, pemerintah telah gagal
mendesain kebijakan publik yang dapat mengantisipasi terjadinya konflik
sosial.

Berdasarkan data dan laporan catatan akhir tahun yang dihimpun oleh
Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), konflik sosial- khususnya konflik
agraria di sektor pembangunan infrastruktur, dalam kurun waktu lima tahun
tahun terakhir (2015-2019) terjadi sebanyak 363 kasus. Rinciannya, tahun 2015
terjadi sebanyak 70 kasus. Tahun 2016 mengalami kenaikan jumlah kasus yang

signifikan, dibanding tahun sebelumnya, yakni 100 kasus. Tahun 2017,

11 Brenda DuBois and Karla Krogsurd Miley. Social Work: An Empowering Profession.
(Boston: Allyn and Bacon, 1992), 148

2 Dwiyanto Indiahono, PUBLIC DISOBDIENCE: Telaah Penolakan Publik Terhadap
Kebojakan Pemerintah, (Yogyakarta: Gava Media, 2009), 135.



mengalami penurunan dengan jumlah 94 kasus. Tahun 2018 sebanyak 16 kasus.
Dan tahun 2019 sebanyak 83 kasus.'® Khusus pada tahun 2019, lonjakan konflik
di sektor pembangunan infrastruktur mengalami kenaikan yang cukup tinggi
yakni 83 kasus, jika dibandingkan dengan akumulasi kasus pada tahun 2018
dengan jumlah 16 kasus.

Secara agregat, lonjakan konflik sosial di sektor pembangunan
infrastruktur pada tahun 2019 lalu, cukup signifikan. Perinciannya, fasilitas
umum 28 kasus, fasilitas sosial 13 kasus, pembangunan jalan tol sebanyak 8
kasus, infrastruktur pariwisata 9 kasus, pembangunan bandara udara sebanyak
6 kasus, sektor kereta api 5 kasus, pembangunan pembangkit listrik sebanyak 5
kasus, pembangunan fasilitas negara atau pemerintah 5 kasus, dan konflik
pembangunan waduk atau bendungan sebanyak 2 kasus. Penyebab lonjakannya
adalah karena masih ada sisa dari beberapa Proyek Strategi Nasional (PSN) di
tahun 2019 yang mulai memasuki tahap penyiapan dan pengadaan tanah untuk
pembangunan.*

Salah satu proyek pembangunan infrastruktur di daerah yang mendapat
penolakan dari masyarakat dan berujung pada terjadinya konflik sosial ialah
rencana pembangunan Waduk Lambo yang terletak di Kabupaten Nagekeo,

Nusa Tenggara Timur. Proyek pembangunan Waduk Lambo merupakan

13 Laporan Catatan Akhir Tahun Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), dalam
http://kpa.or.id/publikasi/daftar/laporan, Diakses pada tanggal 29 November 2020.

14 Catatan Akhir Tahun 2019 Konsorsium Pembaruan Agraria. “Dari Aceh Sampai Papua:
Urgensi Penyelesaian Konflik Agraria Struktural dan Jalan Pembaruan Agraria ke Depan”, 10.
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program lanjutan dari Waduk Mbay*® yang sempat terkendala pembangunannya
sejak tahun 2001. Kemudian pada tahun 2016, rencana pembangunan Waduk
Lambo diusulkan kembali oleh Pemerintah Kabupaten Nagekeo kepada
Pemerintah Pusat. Usulan tersebut lalu direspon oleh Pemerintah Pusat dengan
dikeluarkannya Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Percepatan
Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional, yang menyebutkan bahwa
pembangunan Waduk Lambo merupakan salah satu dari Proyek Strategis
Nasional (PSN)* dan termasuk dari tujuh waduk yang akan dibangun di
Kabupeten Nagekeo. Pembangunan Waduk Lambo ditujukan untuk memenubhi
kebutuhan debit air dan sarana pembangkitan tenaga listrik di Kabupaten
Nagekeo.

Namun, kebijakan pembangunan Waduk Lambo yang diusulkan oleh
Pemerintah Daerah Kabupaten Nagekeo mendapat penolakan dari masyarakat
adat Rendu, Lambo dan Ndora di tiga desa yang terletak di kecamatan yang
berbeda, yakni Desa Rendu Butowe di Kecamatan Aesesa, Desa Labolewa di
Kecamatan Aesesa Selatan, dan Desa Ulupulu yang terletak di Kecamatan

Nangaroro. Dasar penolakan tersebut adalah karena lokasi pembangunan waduk

15 Rencana pembanguan waduk yang digagas oleh Pemerintah Kabupaten Ngada pada
waktu itu, masih bernama Waduk Mbay. Mbay merupakan kota kecamatan Aesesa yang termasuk
dari salah satu 14 kecamatan di Kabupaten Ngada. Namun, pada tanggal 22 Mei 2007 terbentuklah
Kabupaten Nagekeo sebagai pemekaran dari Kabupaten Ngada. Hal ini sesuai dengan putusan
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Nagekeo Sebagai Daerah Otonom.
Lihat dalam https://nagekeokab.go.id/sejarah-kabupaten-nagekeo/.

16 peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Percepatan
Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional
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ditetapkan secara sepihak oleh Pemda Nagekeo, yakni di Lowose!’ tanpa
melibatkan masyarakat serta tokoh-tokoh adat setempat. Selain itu, proyek
pembangunan waduk tersebut diperkirakan akan menghabiskan 431.91 hektar
lahan, termasuk di dalamnya terdapat pemukiman atau kampung adat, tempat
pelaksanaan ritual keagamaan, fasilitas pendidikan, kuburan para leluhur dan
lahan pertanian produktif milik masyarakat yang telah diwariskan secara turun-
temurun dan dari generasi ke generasi.'®

Atas dasar itulah, masyarakat di tiga desa adat tersebut menolak
pembangunan Waduk Lambo. Meskipun demikian, terdapat kelompok
masyarakat yang mendukung pembanguan Waduk Lambo. Kelompok tersebut
berasal dari Lembaga Pemangku Adat (LPA) Labokawa, Desa Labolewa.
Mereka beranggapan bahwa pembangunan Waduk Lambo akan mendatangkan
kesejahteraan bagi orang banyak.*® Hal ini mengindikasikan bahwa konflik
yang terjadi tidak hanya pada dimensi vertikal, yakni antara masyarakat adat
dengan pemerintah, melainkan terjadi pula dalam dimensi horizontal yang
melibatkan antara kelompok masyarakat adat yang pro pembangunan dengan

masyarakat adat yang kontra atau menolak pembangunan Waduk Lambo.

17 Lowose merupakan salah satu wilayah yang terletak di Desa Rendu Butowe, Kecamatan
Aesesa Selatan, Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur.

18 Ebed de Rosery, “Mengapa Pembangunan Waduk Lambo Ditolak Masyarakat di Tiga
Desa Adat. Apa Masalahnya?” dalam https://www.mongabay.co.id/2016/10/31/mengapa-
pembangunan-waduk-lambo-ditolak-tiga-desa-adat-apa-masalahnya, Diakses tanggal 2 Desember
2020.

YArkadius Togo, “Pro dan Kontra Pembangunan Waduk Lambo”,dalam
https://voxntt.com/2019/04/05/pro-dan-kontra-pembangunan-waduk-lambo/43838, Diakses tanggal
4 Desember 2020.
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Berdasarkan fakta di lapangan, masyarakat adat setempat sebenarnya
tidak menolak rencana pembangunan Waduk Lambo, hanya saja mereka
menolak penetapan nama waduk dengan nama Waduk Lambo. Sebab, lokasi
pembangunan waduk, sebagian besar terdapat di Rendu. Sebagian masyarakat
adat lainnya yang kontra terhadap pembangunan waduk, memberikan solusi
serta pilihan alternatif kepada pemerintah daerah agar lokasi pembangunan
waduk dapat dialihkan ke lokasi yang telah disiapkan oleh masyarakat, yakni di
wilayah Lowo Pebhu dan Malawaka. Solusi tersebut merupakan kesepakatan
bersama yang dihasilkan dalam musyawarah besar (Mubes) antara ketiga
komunitas adat, yakni Rendu, Lambo dan Ndora.?® Merespon penolakan
tersebut, Bupati Nagekeo Johanes Don Bosco Do menyampaikan bahwa proyek
pembangunan Waduk Lambo akan terus dilanjutkan, meski mendapat
penolakan dari masyarakat setempat. Mengingat bahwa proyek pembangunan
Waduk Lambo merupakan proyek strategis nasional sekaligus untuk mengatasi
persoalan air bersih di Kabupaten Nagekeo.?* Selain itu, proyek pembangunan
Waduk Lambo telah- memasuki tahapan pelaksanaan, setelah tertunda selama
20 tahun pada tahap perencanaan, dikarenakan adanya penolakan dan intimidasi

dari masyarakat adat setempat yang menolak pembangunan.??

PArkadius Togo, “Suku Labo Tolak Bangun Waduk Lambo di Lowose”,dalam
https://voxntt.com/2019/03/19/suku-labotolak-bangun-waduk-lambo-di-lowose/43009, Diakses
pada tanggal 3 Desember 2020.

ZKornelis Kaha, “Bendungan Lambo Tetap Akan Dibangun di Nagekeo”, dalam
https://www.antaranews.com/berita/1123484/bendungan-lambo-tetap-akan-dibangun-di-nagekeo.
Diakses tanggal 4 Desember 2020.

22 Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, “Sosialisasi Pengadaan Tanah Bendungan Mbay
Lambo”, dalam
http://sda.pu.go.id/berita/view/sosialisasi_pengadaan_tanah_bendungan_mbay_lambo, Diakses
tanggal 4 Desember 2020.
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Berangkat dari permasalahan yang telah diuraikan di atas, peneliti
tertarik untuk mengkaji secara mendalam seputar desain kebijakan yang
diformulasikan oleh Pemerintah dalam proses pembangunan Waduk Lambo
yang mendapatkan penolakan dan berujung pada terjadinya konflik sosial.
Dalam mengkaji masalah tersebut, peneliti menggunakan teori Birokrasi
rasional Max Weber dan kritik model inkremental Charles E. Lindblom untuk
mengkaji desain kebijakan yang diformulasikan oleh pemerintah, rasional atau
inkremental. Sedangkan dalam menganalisis desain kebijakan pembangunan
Waduk Lambo, peneliti menggunakan pendekatan analisis kebijakan pluralis
Robert Dahl untuk menganalisa tingkah laku para aktor politik dalam proses
pembuatan kebijakan dengan serta melihat bagaimana interaksi diantara
kelompok kepentingan. Selain itu, analisis pluralis dapat memetakan kelompok-
kelompok kepentingan atau pressure group dalam mempertahankan
kepentingan mereka masing-masing.

Adapun legal akademik yang menjadi dasar pemilihan teori di atas ialah
bahwa teori birokrasi rasional \Weber merupakan konsep birokrasi yang
memiliki seperangkat karakteristik dan teknik paling memuaskan sebagai
sebuah organisasi, baik bagi para pemegang otoritas maupun kelompok
kepentingan lainnya. Sedangkan kritik model inkremental Charles E. Lindblom
dipilih untuk melihat apakah kebijakan pembangunan waduk adalah bagian dari

meneruskan kebijakan masa lalu atau kebijakan yang baru.
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B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang permasalahan yang telah diuraikan di

atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini dapat dideskripsikan sebagai

berikut:

1.

Bagaimana desain kebijakan yang dirancang oleh pemerintah, rasional atau
inkremental?
Mengapa desain kebijakan yang diformulasikan oleh pemerintah dalam

rencana pembangunan Waduk Lambo, gagal mengantisipasi konflik sosial?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini, sebagaimana telah

diuraikan pada rumusan masalah di atas, dapat dinarasikan sebagai berikut:

1.

Mengetahui dan membuktikan desain kebijakan yang diformulasikan dalam
kebijakan pembangunan Waduk Lambo.
Mengetahui faktor-faktor permasalahan yang melatarbelakangi terjadinya

konflik sosial dalam pembangunan Waduk Lambo.

D. Kegunaan Penelitian

1.

Teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sebuah kontribusi
akademik serta membangun suatu narasi baru yang bertujuan sebagai upaya
untuk memahami desain kebijakan di dalam dalam konteks pembangunan
infrastruktur yang tidak memunculkan penolakan publik dan konflik sosial.
Pembahasan serta pemaparan kompleksitas suatu kebijakan yang

diformulasikan melalui sistem birokrasi pemerintahan, baik secara rasional-



13

komprehensif maupun melalui model inkremental diharapkan dapat
memperkaya  khazanah  pengetahuan, khususnya pada taraf
pengeimplementasian kebijakan. Sehingga kebijakan dapat diterima oleh
semua kalangan dan tidak menimbulkan gejolak dan esklasi konflik di

masyarakat.

. Praktis

Manfaat praktis yang diharapkan dalam penelitian ini adalah dapat
memberikan kontribusi bagi para akademisi yang konsen dalam bidang
analisis kebijakan, khususnya dalam sektor pembangunan infrastruktur.
Sebab, kebijakan di sektor pembangunan infrastruktur cukup banyak
melahirkan penolakan publik yang berujung pada lahirnya konflik sosial.
Oleh sebab itu, analisis kebijakan menjadi sangat penting untuk dilakukan
agar hal-hal yang serupa tidak terulang kembali. Selain bagi para akademisi,
diharapkan pula dapat memberi masukan bagi para politisi dan pemangku
kebijakan, khususnya di daerah agar dapat memutuskan suatu kebijakan
yang adil bagi setiap kelompok, utamanya bagi masyarakat yang terdampak
proyek pambangunan.

Dengan demikian, konflik yang diakibatkan oleh suatu proyek
pembangunan dapat dikaji (diteruskan atau dibatalkan), diatasi dan
diantisipasi (jika berpotensi melahirkan konflik). Orientasainya adalah agar
setiap kebijakan yang diformulasikan dapat diterima dengan baik oleh

semua kalangan.
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E. Kajian Pustaka

Dalam sebuah penelitian, kajian pustaka merupakan suatu hal yang
bersifat mendasar atau asasi untuk dilakukan oleh seorang peneliti, baik dalam
menentukan posisinya maupun mengedepankan aspek originalitas serta novelty
atau unsur kebaruan dalam penelitian yang hendak dilakukan. Dari beberapa
objek kajian dalam penelitian terdahulu, peneliti menemukan beberapa
penelitian yang masih memiliki keterkaitan serta relevan dengan penelitian
yang hendak dilakukan oleh peneliti, yaitu:

Pertama, Gjalt de Graaf, Leo Huberts and Remco Smulders (2014)
dalam artikelnya dengan judul “Coping With Public Value Conflicts”. Fokus
penelitiannya terletak pada pola penyelesaian konflik atas nilai-nilai publik
yang terjadi pada Pemerintahan Kota Belanda. Penulis menjelaskan bahwa
tantangan yang paling mendasar di dalam melayani kepentingan publik adalah
menyamakan dan menyeimbangkan persepsi nilai-nilai publik, baik antara para
birokrat pemerintahan maupun masyarakat. Oleh karena itu, penulis
mengajukan tiga pertanyaan utama dalam artikelnya yaitu. Pertama, apa standar
profil nilai publik yang dimiliki oleh para birokrat atau asministrator publik?.
Kedua, apa konflik nilai yang dialami. ~Ketiga, “bagaimana strategi
penanggulangan konflik yang digunakan dalam konteks tersebut? Dalam
menjawab pertanyaan di atas, penulis mengajukan enam jawaban mengenai
standar nilai publik, yakni integritas, responsif, kinerja yang layak, adanya
transparansi atau keterbukaan, akuntabel, dan profesional. Keenam nilai

tersebut menjadi dasar dalam menilai kinerja para birokrat yang mendesain
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kebijakan. Sebab, keenam nilai tersebut membuat para birokrat sangat berhati-
hati dalam menjalankan tugas dan fungsi mereka. Selain itu, nilai-nilai di atas
melegitimasi para birokrat membuat keputusan yang benar, baik secara moral
maupun hukum. Serta memutuskan suatu permasalahan publik berdasarkan
pengetahuan, pengalaman, dan keterampilan profesional mereka. Sedangkan
konflik yang dialami dalam permasalahan pelayanan publik terletak pada
Kinerja atau performa, dan responsibilitas para pembuat kebijakan. Konflik ini
muncul karena publik menilai bahwa kebijakan dibuat hanya berdasarkan
aturan vertikal yang ditetapkan oleh Dewan Kota, tanpa melihat pada
permasalahan yang lebih dibutuhkan oleh masyarakat umum. Padahal Dewan
Kota adalah representasi rakyat yang dipilih berdasarkan proses demokrasi
partisipatif. Jika keputusan telah dibuat oleh Dewan kota, maka rakyat hanya
dihadapkan pada dua situasi dan keadaan yaitu, mengikuti dan menjalankan
kebijakan, atau menolak kebijakan. Adapun strategi yang digunakan oleh
Pemerintah Kota Belanda dalam menanggulangi konflik di atas adalah dengan
menggunakan strategi firewall, yakni menyerap aspirasi-dan pendapat publik
terkait nilai-nilai apa yang mereka butuhkan. Artinya ruang-ruang komunikasi
antara pemerintah dengan kelompok-kelompok kepentingan terbuka secara
lebar. Tujuannya adalah untuk meminimalkan lahirnya penolakan-penolakan

publik atas kebijakan yang dibuat oleh pemerintah.?®

23 Gjalt de Graaf, Leo Huberts and Remco Smulders, “Coping With Public Value
Conflicts”, Administration and Society, Vol. 48, No. 9 (April 2014).
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Kedua, artikel Joram Feitsma (2020) dengan judul “Rationalized
Incrementalism. How Bahavior Expert in Government Negotiate Institusional
Logic”. Dalam artikelnya tersebut, Feitsma menemukan bahwa sistem birokrasi
pemerintahan Belanda menerapkan model desain kebijakan rasionalis. Namun,
pada tataran pengimplementasian kebijakan cenderung mengadopsi spektrum
model inkremental. Artinya apa yang dilihat di depan panggung, tidak sama
dengan apa yang terjadi di belakang panggung. Sehingga kebijakan publik yang
didesain dan dihadirkan ke publik hanya sebagai upaya untuk menyelaraskan
citra rasionalis dengan inkrementalis. Feitsma menguraikan bahwa tidak boleh
ada hibrida kebijakan dalam bentuk “inkrementalisme rasional”. Sebab,
keduanya berlawanan dan seharusnya berada di tempat yang berbeda. Sehingga
Feitsma menganalogikannya sebagai ambiguitas yang menjangkiti para aktor
kebijakan atau sebagai kemunafikan yang disengaja dan terorganisir. Hal ini
tergambar dari bagaimana para aktor kebijakan membangun panggung
rasionalis saat mendesain kebijakan. Namun, pada saat yang bersamaan mereka
mendialogkannya dengan model inkrementalis. Hal tersebut seolah
menandakan jika di kesempatan yang berbeda, mereka terlihat mampu untuk
memenuhi tuntutan yang dikehendaki oleh publik, akan tetapi di saat yang
berbeda mereka mengadaptasikan tuntutan publik sesuai dengan kebijakan
sebelumnya. Praktik organisasi yang demikian mencerminkan bahwa organisasi
dihadapkan pada persaingan tuntutan-tuntutan publik. Dan para birokrat
berusaha dalam mencari dan menemukan keseimbangan yang bijaksana

diantara tuntutan tersebut agar semuanya dapat terpenuhi secara memadai. Jalan



17

tersebut ditempuh karena para birokrat menyadari bahwa melalui model
rasionalis hanya akan melahirkan ketidakpastian dan asumsi. Sehingga perlu
diidentifkasi faktor-faktor penentu dalam memetakan solusi serta konsekuensi
dari pencapaian dan kemajuan kebijakan sebelumnya.?*

Ketiga, artikel David Thacher dan Martin Rein (2004) dengan judul
“Managing value Conflict in Public Policy”. Dalam artikelnya, Penulis
menjabarkan bahwa permasalahan dalam kebijakan publik seringkali ditandai
dengan adanya pertentangan nilai-nilai. Adanya konflik tersebut ditanggapi
olen pemerintah sebagai upaya untuk menyeimbangkan tujuan bersama.
Sehingga tujuan para pembuat kebijakan terbagi menjadi dua, yakni membuat
kebijakan dan alternatif kebijakan. Terkait dengan perbedaan dan pertentangan
nilai dalam kebijakan hanya mengarah kepada pembenaran. Analoginya adalah
bilamana suatu kebijakan hanya mengandung nilai tunggal yang memiliki
relevansi utama dalam kebijakan publik, maka argumen yang disampaikan oleh
aktor kebijakan kepada publik ialah bahwa pilihan dan tindakannya merupakan
satu-satunya cara terbaik untuk mencapai tujuan tersebut, dan publik dituntut
untuk membenarkan tindakannya. Namun, jika terdapat beragam nilai dari
sudut pandang atau perspektif yang berbeda-beda, baik pemerintah maupun
publik, maka pemerintah, khususnya aktor kebijakan akan kesulitan dalam
menjelaskan argumennya terkait dengan keputusan publik. Kendati demikian,

penulis berpendapat bahwa meskipun terdapat pertentangan nilai-nilai, aktor

24 Joram Feitsma,‘Rationalized incrementalism’. How behaviorexperts in government
negotiate institutional logics, Critical Policy Studies, Vol. 14, No. 2 (2020)
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kebijakan dapat menjelaskan bahwa ada standar akhir yang menjadi tujuan
bersama sehingga hak dan kewajiban yang bertentangan dapat diintegrasikan
dan dipadukan agar dapat meminimalkan konflik. Penulis menyebut hal yang
demikian sebagai utilitas. Adapun strategi yang digunakan dalam
menanggulangi konflik nilai dalam kebijakan publik, penulis menawarkan tiga
metode yakni, firewall, bersepeda dan kasuistis. Melalui strategi firewall, para
aktor kebijakan mendistribusikan tanggung jawab dan gagasan kebijakan pada
masing-masing kelompok yang berbeda pandangan sehingga terbentuk
pemahaman pada nilai-nilai yang ada. Lalu langkah yang diambil oleh
pemerintah adalah dengan mengadopsi pandangan kelompok-kelompok yang
memilikik pengaruh dan pendukung yang kuat. Adapun strategi bersepeda
(cycling) menekankan adanya destruktif pada nilai-nilai yang berpotensi
menimbulkan perbedaan pandangan. Kelompok yang mempunyai perbedaan
pandangan pada suatu nilai, dibatasi ruang pembahasannya sampai dengan
waktu tertentu. Tujuannya adalah mengkonstruksi kembali nilai-nilai tersebut
sehingga dapat diperhitungkan kembali. Singkatya, terdapat jeda pembahasan
terkait dengan perbedaan pandangan atas nilai-nilai publik Keuntungannya
adalah membuka ruang inovasi kebijakan yang seimbang diantara nilai-nilai
yang berbeda. Sedangkan strategi kasuistik mensyaratkan pejabat publik
membuat sebuah keputusan berdasarkan pengalaman mereka ketika menangani
kasus yang sama. Model kasuistik mengarahkan pembuat kebijakan pada

penalaran logis, bukan secara deduktif serta melakukan perbandingan suatu
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kasus dengan kasus yang serupa agar keseimbangan dalam konflik nilai dapat
tercapai.?®

Keempat, Tesis Helenerius Ajo Leda (2018) dengan judul “Strategi
Perlawanan Masyarakat Terhadap Rencana Pembangunan Waduk Lambo di
Desa Rendu Butowe, Kabupaten Nagekeo, Provinsi Nusa Tengga Timur”.
Berdasarkan hasil penelitian yang ditemukan oleh peneliti, terdapat tiga pola
atau strategi perlawanan yang dilakukan oleh masyarakat setempat untuk
menolak rencana pembangunan Waduk Lambo di atas areal persawahan atau
tanah milik masyarakat. Pertama, strategi yang dilakukan dari bawah, yakni
masyarakat setempat merespon rencana pembangunan waduk Lambo dengan
melayangkan protes serta keluhannya kepada pemerintah daerah melalui aksi
demonstrasi dan memobilisasi massa dalam bentuk aksi telanjang dada,
penghadangan saat sosialisasi dan peninjauan lokasi. Tujuannya adalah agar
aspirasi mereka didengar dan dipertimbangkan oleh pemerintah daerah
Kabupaten Nagekeo. Kedua, strategi dari samping yang dilakukan dalam
bentuk pelibatan sumber daya eksternal, yakni Lembaga Swadaya Masyarakat
(LSM), baik dari daerah maupun luar daerah Kabupaten Nagekeo, serta
kelompok atau organisai mahasiwa. Tujuannya adalah agar dapat memperkuat
sumber daya internal masyarakat Rendu Butowe, sehingga tindakan atau aksi
yang mereka lakukan memiliki arah yang jelas, serta memiliki tujuan yang

terarah dan sejalan, sesuai yang dikehendaki oleh elemen masyarakat. Ketiga,

% David Thacher dan Martin Rein, “Managing value Conflict in Public Policy”,
Governance: An International Journal of Policy, Administration, and Institutions, Vol. 17, No. 4
(October 2004)
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strategi dari atas yang dilakukan dalam bentuk negosiasi dan melobi para
pemangku kebijakan yang memiliki kepentingan dalam pembangunan Waduk
Lambo. Tujuannya adalah agar aspirasi serta tuntutan mereka dapat didengar
dan tersalurkan, sehingga rencana pembangunan Waduk Lambo dapat
dibatalkan. Ketiga strategi di atas merupakan wujud atau manifestasi penolakan
masyarakat Rendu Butowe secara kolektif terhadap rencana pembangunan
Waduk Lambo. Pembangunan Waduk Lambo merupakan kelanjutan dari
Proyek Waduk Mbay yang sempat tertunda pembangunannya sejak tahun 2001.
Namun, pada tahun 2015 Pemerintah Kabupaten Nagekeo mengusulkan kepada
Pemerintah pusat agar rencana pembangunan waduk tersebut dilanjutkan.
Adapun latar belakang aksi penolakan yang diinisiasi oleh masyarakat Rendu
Butowe dan kelompok eksternal terhadap rencana pembangunan waduk adalah
karena masyarakat yang bermukim di lokasi atau areal calon genangan air
pembangunan waduk, terancam akan kehilangan tempat tinggal dan lahan
pertaniannya. Implikasi terburuknya adalah mereka akan kehilangan sumber
penghidupan dan mata pencahariannya yang bersumber dari sektor pertanian.?®

Kelima, Tesis Taheta Jaya Maleh (2015) yang berjudul “Urgensi
Kepentingan Umum, Model Kompensasi dan Strategi Penyelesaian Konflik
Dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum di

Indonesia (Analisis Isi Terhadap UU No. 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan

% Helenerius Ajo Leda. Strategi Perlawanan Masyarakat Terhadap Rencana
Pembangunan Waduk Lambo di Desa Rendubutowe, Kabupaten Nagekeo, Provinsi Nusa Tengga
Timur. Tesis (Yogyakarta: Program Magister Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa
“APMD”, 2018)
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Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum). Dari hasil penelitiannya
ditemukan beberapa persoalan dalam UU No. 2 Tahun 2012 terkait dengan
pengadaan tanah untuk pembangunan yang sangat paradoks. Di satu sisi, UU
tersebut berupaya untuk melindungi hak-hak rakyat yang terkena imbas
pembangunan melalui pendekatan ekonomi berupa pemberian kompensasi yang
sesuai, dan pendekatan hukum berupa metode litigasi atau penyelesaian
sengketa dimuka pengadilan bagi pihak-pihak yang terkait. Namun, di sisi yang
lain pemerintah masih gencar melakukan pembangunan yang menyerobot lahan
dan tanah milik masyarakat, demi memberikan ruang dan kuasa bagi pihak
swasta untuk berinvestasi. Persoalan pembangunan dengan pengadaan tanah
yang cukup besar di tengah ketersediaan tanah yang semakin berkurang dan
menipis, menjadi sebuah permasalahan yang cukup dilematis. Disaat
masyarakat yang berstatus sebagai pemilik tanah, memerlukan tanah untuk
memenuhi dan menjamin kebutuhannya sehari-hari, mereka dihadapkan kepada
suatu keadaan dan kenyataan bahwa lahan dan tanah mereka akan diambil alih
oleh pemerintah, guna menunjang pembangunan. Adapun model kompensasi
atau biaya ganti rugi terhadap masyarakat yang tanah atau lahannya terdampak
pembangunan, masih berorientasi pada aspek fisik ekonomis berupa uang tunai.
Sedangkan aspek non-fisik yang bersifat filosofis dan sosiologis, seperti
lingkungan dan relasi sosial masyarakat yang telah terjalin sejak lama serta adat
dan kebudayaan warisan leluhur mereka, belum diperhatikan secara maksimal
oleh pemerintah. Persolan-persoalan itulah yang dianggap belum memberikan

keadilan bagi masyarakat. Oleh karena itu, penulis berasumsi bahwa UU No. 2
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Tahun 2012 yang dibuat oleh pemerintah belum dapat mengaktualisasikan
fungsi-fungsi sosial atas tanah dan masih mengedepankan keinginan para
investor dalam pengadaan tanah untuk pembangunan. Sehingga pemerintah
perlu merumuskan dan memberikan definisi yang konkret mengenai tujuan
kepentingan umum, agar tidak hanya berorientasi pada bisnis semata. Selain itu,
peneliti memberikan masukan serta saran agar lebih mengedepankan metode
dan pendekatan kekeluargaan dalam penyelesaian konflik pertanahan dengan
melihat secara komprehensif berbagai kepentingan masayarakat, daripada
menempuh jalur litigasi.?’

Keenam, Tesis Maria Christina Dodalwa (2019) dengan judul
“Komunikasi Krisis Pemerintah Daerah Kabupaten Nagekeo (Kasus Resistensi
Masyarakat Terdampak Terhadap Rencana Pembangunan Bendungan
Lambo)”. Hasil dari penelitiannya menjelaskan bahwa penolakan rencana
pembanguan Waduk Lambo disebabkan oleh dua hal. Pertama, faktor internal
yang meliputi pendekatan komunikasi yang diterapkan oleh Pemerintah
Kabupaten Nagekeo tidak efektif. Menurutnya, jika pada awalnya pendekatan
yang dikedepankan oleh pemerintah adalah pendekatan budaya, serta lokalitas,
maka penolakan pembangunan waduk tidak akan terjadi. Mengingat bahwa
kondisi psikologis masyarakat adat yang belum dapat memahami secara

komprehensif istilah-istilah teknis dalam suatu pembangunan. Selain itu,

21 Taheta Jaya Maleh. “Urgensi Kepentingan Umum, Model Kompensasi dan Strategi
Penyelesaian Konflik Dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum di
Indonesia (Analisis Isi Terhadap UU No. 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi
Pembangunan Untuk Kepentingan Umum)”. Tesis, (Yogyakarta: Fakultas IImu Sosial dan llmu
Politik Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, 2015)



23

sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah tidak melibatkan kelompok
masyarakat yang menolak pembangunan, akan tetapi hanya mengakomodir
kelompok yang mendukung pembangunan. Hal tersebut semakin diperparah
dengan ketiadaan transparansi informasi dari pemerintah. Kedua, faktor
eksternal. Salah satu yang menjadi argumen dasar masyarakat menolak
pembangunan Waduk Lambo dikarenakan pembangunan tersebut akan
menghilangkan tempat tinggal dan pemukiman, tempat pelaksanaan ritual
keagamaan, kuburan para leluhur, sekolah dan lahan pertanian milik masyarakat
adat setempat. Atas dasar itulah, rencana pembangunan waduk tersebut
mengalami kendala sejak tahun 2001 hingga saat ini.?®

Dari beberapa penelitian terdahulu yang telah dipaparkan di atas sebagai
kajian pustaka, peneliti menemukan kesamaan dari dua akademisi yang
mengkaji tentang konflik sosial dalam pembangunan Waduk Lambo di
Kabupaten Nagekeo, sebagai objek materialnya. Kendati demikian, objek
formal yang dilakukan oleh kedua akademisi tersebut berbeda dengan objek
formal yang akan digunakan oleh peneliti dalam penelitian-ini. Penelitian Maria
Christina Dodalwa menggunakan teori atribusi dan teori situational of crisis
communication sebagai objek formalnya dalam mengkaji komunikasi yang
dibangun oleh  Pemerintah Daerah  Kabupaten Nagekeo dalam
mensosialisasikan rencana pembangunan Waduk Lambo kepada masyarakat

adat yang terdampak pembangunan. Demikian pula dalam penelitian Helenerius

28 Maria Christina Dodalwa. Komunikasi Krisis Pemerintah Daerah Kabupaten Nagekeo
(Kasus Resistensi Masyarakat Terdampak Terhadap Rencana Pembangunan Bendungan Lambo).
Tesis (Semarang: FISIPOL Universitas Diponegoro, 2019)
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Ajo Leda yang menggunakan konsep strategi tindakan/aksi kolektif dalam
menganalisis pola perlawanan Masyarakat Rendu Butowe terhadap rencana
pembangunan Waduk Lambo. Sedangkan objek formal yang digunakan oleh
peneliti dalam menganalisis dasar penolakan Masyarakat adat di Desa Rendu
Butowe, Ulupulu dan Lebolewa terhadap rencana pembangunan Waduk Lambo
adalah dengan menggunakan konsep Birokrasi Weber untuk menelaah dan
mengkaji mengapa desain kebijakan yang diformulasikan dalam pembangunan
Waduk Lambo memunculkan penolakan dan konflik sosial. Selain itu, peneliti
juga menggunakan pendekatan analisis kebijakan pluralis untuk memotret
usaha kelompok-kelompok yang berbeda dalam mempertahankan
kepentingannya.
F. Metodologi Penelitian
1. Jenis Penelitian
Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini
adalah penelitian lapangan (field research) yakni penelitian yang
mempelajari berbagai objek, baik dari segi gejala -maupun peristiwa-
peristiwa yang terjadi dan dialami oleh masyarakat.?® Dengan kata lain,
peneliti dituntut agar terjun langsung ke lapangan untuk mempelajari serta
mengumpulkan dan mengelompokkan data-data atau abstraksi yang
berkaitan dengan permasalahan seputar konflik sosial dalam pembangunan

Waduk Lambo di Kabupaten Nagekeo. Dan dari data yang telah diperoleh,

2 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik, cet. Ke-15,
(Jakarta: Rineka Cipta, 2013), 121.
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peneliti gunakan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian yang
telah dirumuskan di awal. Dengan demikian, maka peneliti dapat
mengetahui dan mengaplikasinnya secara objektif.
2. Desain Penelitian

Desain penelitian yang dirancang di dalam penelitian ini
menggunakan metode studi kasus dengan pendekatan kualitatif. Secara
umum, pertanyaan penelitian dalam studi kasus berkenaan dengan
“bagaimana” atau “mengapa”, yang menuntut peneliti agar dapat
memperoleh pengetahuan yang eksploratif dan eksplanatif dalam
menyelidiki suatu fenomena yang terjadi. Sehingga dengan demikian, maka
penelitian studi kasus dipandang sangat tepat untuk memperoleh
pengetahuan yang mendalam dari gejala atau fenomena yang sedang
dikaji.® Penelitian studi kasus menggunakan paradigma post-positivistik
untuk mengangkat sebuah permasalahan yang memiliki objek kajian
tertentu sebagai sebuah kasus, agar dapat dikaji secara mendalam, dan dapat
digali informasinya dari- sumber utamanya. Sehingga realitas yang berada
dibalik suatu fenomena yang tidak terlinat dapat dibongkar.>* Dengan kata
lain, studi kasus merupakan suatu proses dalam memahami atau mengkaji
suatu fenomena atau kasus sekaligus mencari hasilnya sesuai dengan data

dan bukti di lapangan.

%0 Robert K. Yin, Studi Kasus: Desain dan Metode, cet. ke-16, (Jakarta: Rajawali Pers,
2019), 24.

31 Mudjia Rahardjo, Studi Kasus Dalam Penelitian Kualitatif: Konsep dan Prosedurnya.
(Malang: Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim, 2017), 12.
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Tujuan penggunaan studi kasus dalam konteks penelitian ini adalah
sebagai batu loncatan dalam memahami, mengurai serta menyingkap
beragam permasalahan di sektor pembangunan infrastruktur yang menuai
pro-kontra dari masyarakat dan berujung pada terjadinya konflik sosial,
khususnya pembangunan Waduk Lambo di Kabupaten Nagekeo, yang
mendapatkan resistensi atau penolakan dari Masyarakat Adat Rendu,

Ulupulu dan Labolewa.

. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang disajikan dalam penelitian ini bersifat kualitatif,
yang berarti bahwa data yang diperoleh merupakan data non-statistik.
Adapun sumber data yang akan digunakan oleh peneliti dalam mendapatkan
informasi, dibagai dalam dua jenis, yakni data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Sumber data yang dijadikan bahan informasi dalam penelitian
ini terbagi dalam tiga komponen, yaitu tempat (place), pelaku (actor),
dan -aktivitas (activities). Adapun komponen yang pertama, yakni
tempat merupakan komponen penelitian yang menjadi lokasi
diperolehnya suatu data atau informasi. Dalam hal ini, Desa Rendu
Butowe merupakan lokasi penenelitian yang dipilih oleh peneliti dalam
mengkaji permasalahan seputar desain kebijakan yang diformulasikan
dalam pembangunan Waduk Lambo yang menuai polemik penolakan

atau resistensi dari masyarakat setempat.
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Komponen kedua yakni aktor. Peneliti berupaya menggali

beragam informasi seputar desain kebijakan yang digagas oleh

Pemerintah Kabupaten Nagekeo terkait pembangunan Waduk Lambo.

Adapun aktor kebijakan dan birokrat daerah yang dipilih oleh peneliti

sebagai sumber data adalah:

1.

2.

Wakil Bupati Nagekeo periode 2018-2023, Marianus Waja;

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Bernard Dinus
Fansiena;

Mantan Anggota DPRD Nagekeo sekaligus Ketua Yayasan
Masyarakat Adat Rendu (YAPMAR), Fransiskus Sina yang pernah
terlibat dalam pengusulan pembangunan Waduk Lambo di era
pemerintahan Bupati Elias Djo.

Selain itu, peneliti menemukan beberapa informan di lapangan

yang potensial dalam memberikan masukan dan informasi kepada

peneliti terkait pembangunan Waduk Lambo, diantaranya ialah:

k

Ketua Forum Penolakan Pembangunan Waduk Lambo (FPPWL),
Bernadinus Bau Gaso;

Masyarakat Adat Rendu yang pro pembangunan Waduk, Amandus
Watu;

Masyarakat Adat Rendu yang kontra pembangunan waduk, Siti

Aisyah.
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Pemilihan responden atau informan dalam penelitian ini,
sebagaimana diuraikan di atas, menggunakan dua teknik. Pertama,
teknik purposive sampling yakni peneliti telah menentukan sampel yang
dijadikan sebagai sumber data dengan pertimbangan tetentu agar
memudahkan peneliti selama berlangsungnya penelitian. Kedua, teknik
snowball sampling, yakni peneliti menyeleksi berbagai informan yang
potensial, kredibel dan memiliki kapasitas masing-masing dibidangnya,
baik dari tokok masyarakat, tokoh adat, Lembaga Swadaya Masyarakat
(LSM). Tujuan dari pemilihan responden dengan menggunakan kedua
teknik tersebut adalah agar dapat diperoleh informasi yang akurat dan
faktual sesuai dengan tujuan penelitian.

Komponen ketiga yakni aktivitas. Dalam konteks ini peneliti
nantinya akan melihat sejauh mana proses pembangunan Yyang
dilakukan oleh pemerintah daerah dalam pembangunan waduk dan
menelaah upaya-upaya yang dilakukan oleh masyarakat adat setempat
dalam melakukan advokasi serta perlawanan dalam memperjuangkan
hak-haknya.

Data Sekunder

Data sekunder atau data pendukung dalam penelitian ini
diperoleh dari informasi yang telah dikumpulkan oleh pihak yang lain,
baik berupa tesis, disertasi, artikel, berita online, maupun laporan
penelitian lainnya yang masih memiliki hubungan atau relevan dengan

tema penelitian ini.
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4. Teknik Pengumpulan Data
Agar mempermudah rangkaian dari proses penelitian ini, peneliti
menggunakan beberapa metode untuk memperoleh data, yakni wawancara,
observasi, dan dokumentasi yang akan diuraikan sebagai berikut;
a. Wawancara

Penggunaan metode wawancara bertujuan untuk mengetahui
akar permasalahan dengan menggali informasi dari responden baik
dalam jumlah sedikit ataupun banyak, terhadap suatu fenomena yang
diteliti. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam
penelitian ini ialah wawancara mendalam (indepth interview) dengan
pola wawancara terstruktur. Wawancara mendalam dapat dipahami
sebagai sebuah pola komunikasi tatap muka yang dijalin secara intens
antara peneliti dengan informan atau responden di lapangan, dalam
waktu yang cukup lama dan dilakukan berkali-kali.

Dalam wawancara tersstruktur, peneliti telah membuat dan
merancang pedoman wawancara agar pada tahapan pelaksanaan
wawancara di lapangan dapat diperoleh informasi yang jelas, mendalam
dan terarah, sesuai dengan topik dan fokus pembahasan peneliti, serta
tidak menyimpang dari tujuan utama penelitian.®® Meskipun demikian,

pedoman wawancara yang digunakan oleh peneliti dalam menggali

32 Burhan Bungin, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,
2010), 111.

33 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan
R&D) (Bandung: Alfabeta, 2017), 195.
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informasi seputar desain kebijakan pembangunan Waduk Lambo, tidak
diaplikasikan secara kaku atau hanya berdasarkan pada pedoman belaka.
Melainkan selama berlangsungnya proses wawancara, peneliti dapat
mengajukan pertanyaan tambahan lainnya yang tidak tercantum dalam
pedoman wawancara, bilamana ditemukan sebuah informasi atau isu-
isu penting yang menjadi perhatian peneliti.

Sedangkan kendala yang ditemukan oleh peneliti dalam
melaksanakan proses dan tahapan wawancara di lapangan, ada beberapa
informan yang enggan diwawancarai, bahkan menolak untuk
memberikan informasi. Salah satu alasannya adalah karena segala
informasi seputar pembangunan waduk telah dibicarakan di forum.
Sehingga solusi yang ditawarkan kepada peneliti adalah diarahkan
untuk mencari informasi ke ketua forum penolakan pembangunan
waduk. agar setiap informasi diperoleh melalui satu pintu. selain itu, ada
informan lain yang menolak untuk diungkap identitasnya dalam
penelitian. ini. Sehingga peneliti tidak mencantumkan namanya.
Alasannya adalah khawatir akan memberikan informasi yang keliru atau
tidak benar kepada peneliti, sebagaimana yang telah dibicarakan dalam

forum.

. Observasi

Observasi bertujuan untuk mengamati berbagai gejala atau
fenomena-fenomena yang terjadi di lapangan agar dapat diperoleh data

yang akurat dan menunjang keberhasilan suatu penelitian. Adapun
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kegiatan observasi yang digunakan oleh peneliti di lapangan adalah
observasi partisipan, yaitu peneliti terlibat langsung dan berperan serta
dalam aktifitas kehidupan masyarakat yang menjadi objek pengamatan
serta topik penelitiannya. Peran yang dimainkan oleh peneliti dalam
observasi partisipan diklasifikasikan dalam dua bagian. Pertama,
berperan sebagai bagian dari anggota peserta dalam kehidupan
masyarakat dan terlibat dalam berbagai aktifitas dan perasaan mereka.
kedua, berperan sebagai peneliti yang mengamati pola dan perilaku
masyarakat agar diperoleh data yang akurat serta kesesuaian informasi
yang telah diperoleh sebelumnya.®

Dalam konteks penelitian ini, peneliti telah berpartisipasi dan
terjun langsung di Desa Rendubutowe sebagai salah satu dari tiga desa
yang terdampak pembangunan waduk. Waktu pelaksanaan observasi
dilaksanakan pada bulan Januari — hingga Awal Maret tahun 2021 untuk
melihat dan mengamati berbagai rangkain dari proses pembangunan
Waduk Lambo, khususnya proses pengukurana lahan untuk
pembangunan dan proses sosialisasi rencana pembangunan waduk, di
lokasi yang terdampak, yakni di Lowose, Desa Rendu Butowe,
Kecamatan Aesesa Selatan. Selain itu, peneliti turut mengamati secara
langsung upaya-upaya persuasif yang dilakukan oleh pemerintah

Kabupaten Nagekeo dalam mencegah terjadinya konflik sosial sebagai

34 Emzir, Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data, (Jakarta: PT. Raja Grafindo
Persada, 2010), 39.
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buntut dari resitensi atau penolakan masyarakat adar terhdap
pembangunan Waduk Lambo.
c. Dokumentasi
Teknik dokumentasi merupakan salah satu metode yang
digunakan dalam penelitian sosial untuk menelusuri data historis, dan
berfungsi sebagai pelengkap dalam penelitian kualitatif.3> Adapun yang
menjadi fokus peneliti dalam menggali informasi seputar desain
formulasi kebijakan melalui dokumen-dokumen, baik dokumen yang
berkaitan dengan kajian analisis dampak lingkungan (Amdal), Peraturan
Perundang-undangan, baik Peraturan Presiden maupun Peraturan
Daerah, dokumen proses sosialisasi pembangunan, hingga tahapan
pelaksanaan, hasil survei, dan berbagai dokumen lainnya yang masih
memiliki keterkaitan dan menunjang keberhasilan dari penelitian ini.
Karena tingkat kredibilitas suatu penelitian ditentukan pada penggunaan
serta pemanfaatan dokumen.
5. Teknik Keabsahan Data
Untuk memeriksa keabsahan data ‘dalam penelitian ini, peneliti
memeriksa derajat kredibilitas (tingkat keprcayaan) dengan menggunakan
teknik triangulasi®® untuk mengecek data dari berbagai sumber dengan

berbagai cara. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan triangulasi

35 Imam Gunawan, Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik, (Jakarta: Bumi Aksara,
2015), 177.

% Lexy J. Moleong, Metode Penelitian Kualitatif (Bandung: PT Remaja Rosdakarya,
2014), 327.
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sumber dan teknik. Triangulasi sumber berfungsi menguji kredibilitas data
yang telah diperoleh melalui sumber yang berbeda-beda dengan teknik yang
sama. Sedangkan triangulasi teknik digunakan untuk mengecek kredibilitas
data dengan menggunakan teknik yang berbeda-beda agar diperoleh sebuah
data dari sumber yang sama. Misalnya data diperoleh dengan teknik
wawancara mendalam lalu diuji dengan metode observasi terhadap suatu
masalah di lapangan.®’

Dengan menggunakan teknik triangulasi sumber dan teknik, peneliti
berusaha untuk menggali informasi terkait dengan permasalahan seputar
desain kebijakan pembangunan waduk serta pemicu konflik sosial dari
berbagai informan dengan berbagai macam teknik pengumpulan data yang
berbeda-beda. Sehingga dapat diperoleh sebuah data yang bisa diverifikasi

kebenarannya.

. Teknik Analisis Data

Untuk menganalisa data yang telah diperoleh, baik selama
berlangsungnya suatu penelitian hingga usai agar data yang diperoleh
berada pada tingkatan data jenuh, peneliti menggunakan Teknik Analisis
data Miles and Huberman, yang mencakup aspek reduksi data, penyajian
data hingga penarikan kesimpulan. 3 Data jenuh adalah konsistensi jawaban
dari berbagai informan terhadap suatu pertanyaan. adapun tahapan teknik

analisis data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

37 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan.., 373.
38 |bid, 337.
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a. Reduksi Data
Selama berlangsungnya pengumpulan data, peneliti dituntut
untuk mereduksi data dengan cara membuat sebuah ringkasan atau
abstraksi, memilah dan memilih dari berbagai koleksi data yang
ditemukan di lapangan selama penelitian berlangsung, serta difokuskan
pada hal-hal penting yang menjadi inti atau objek penelitian sehingga
menjadi suatu tulisan yang dapat dianalisis.
b. Penyajian Data
Tahapan selanjutnya yang akan dilakukan oleh peneliti setelah
mereduksi data adalah menyajikan temuan data dalam bentuk teks
deskripsi yang bersifat naratif dan sistematis. Tujuannya adalah untuk
memudahkan peneliti untuk menemukan makna dalam mengkaji serta
mengulas tema sentral yang menjadi fokus pembahasan sesuai dengan
permasalahan yang telah dirumuskan sejak awal.
c. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi Data
Pada tahapan ini, peneliti dituntut untuk mencari suatu pola,
bentuk, hubungan atau keterkaitan serta faktor-faktor lainnya yang
mempengaruhi hasil analisis data sebagai langkah awal dalam membuat
suatu kesimpulan. Data-data yang telah diperoleh, diuji dan
dibandingkan antara satu sama lain agar dapat ditarik sebuah
kesimpulan yang tepat dan akurat dalam menjawab permasalahan yang

ada.
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Berikut bagan model teknik analisis data secara interaktif

menurut Miles dan Huberman:3°

Data Collection \
Data Display
Data
Reduction \
Conclusions:

Drawing/Verifying

Gambar 1.

Komponen Dalam Analisis Data (Interactive Model)

39 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan..,338
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G. Sistematika Pembahasan

Agar dapat memberikan kemudahan mengenai deskripsi atau gambaran
umum dalam penelitian ini, peneliti akan menguraikannya lebih lanjut dalam
lima bab, sebagai berikut:

BAB I: Bab ini berisi tentang studi pendahuluan yang dilakukan oleh
peneliti. Cakupannya meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan
dan kegunaan penelitian, kajian pustaka, metodologi penelitian, dan sistematika
pembahasan.

BAB II: Bab ini memaparkan tentang kerangka teori yang akan
digunakan oleh peneliti sebagai dasar atau acuan dalam menganalisa serta
memetakan permasalahan dalam peneltian yang hendak dilakukan. Teori yang
digunakan berkaitan dengan konsepsi Birokrasi Weberian dan sub-sub
pembahasan berupa model kebijakan rasional-komprehensif dan Kkritik
inkremental. Selain itu dipaparkan pula mengenai konsep analisis kebijakan
pluralis Robert Dahl serta anatomi konflik sosial.

BAB Il1: Bab ini memuat data penelitian yang berisi tentang kondisi
wilayah geografis dan demografis masyarakat Adat Desa Rendu Butowe di
Kabupaten Nagekeo, yang terdampak pembangunan Waduk Lambo, serta profil
rencana pembangunan waduk.

BAB IV: Bab ini menguraikan tentang data penelitian yang menjadi
hasil temuan di lapangan, sekaligus sebagai hasil dari mendialogkan antara teori
birokrasi dengan fakta lapangan, khususnya mengenai desain kebijakan

pembangunan Waduk Lambo dan kelompok-kelompok yang terlibat di
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dalamnya, dianalisis melalui pendekatan kebijakan pluralis Robert Dahl, serta
pemaparan mengenai faktor-faktor yang menyebabkan adanya penolakan
publik dan konflik sosial dalam pembangunan waduk tersebut

BAB V: Bab ini merupakan bagian penutup dari penelitian yang
mencakup kesimpulan atau hasil akhir penelitian serta beberapa saran penelitian

untuk tindak lanjut ke depan.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berangkat dari kajian dan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti
mengenai  “Pembangunan, Kelompok Kepentingan dan Konflik: Analisis
Pendekatan Pluralis dalam Desain Kebijakan Pembangunan Waduk Lambo di
Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur”, peneliti menyimpulkan bahwa:
Pertamq, landasan implementasi kebijakan pembangunan Waduk Lambo
adalah Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 Tentang
Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional yang dijadikan sebagai legal
rasional atau pedoman oleh aparat birokrasi. Peneliti menemukan adanya rantai
otoritas dalam birokrasi yang berada di balik rencana pembangunan Waduk
Lambo, yakni Pemerintah Kabupaten Nagekeo, Pemerintah Provinsi Nusa
Tenggara Timur, dan Pemerintah Pusat yang memiliki keterkaitan dan
pengaruh satu sama lain dalam menganyam tata pemerintahan lintas sektor.
Macetnya tata pemerintahan di daerah dalam menangani masyarakat yang
terdampak pembangunan, menjadi alasan bagi pemerintah daerah untuk
mengalihkan proyek pembangunan Waduk Lambo ke pemerintah pusat sebagai
pemagang otoritas tertinggi. Agar pembangunan dapat berjalan lancar tanpa
hambatan.

Kedua, realitas desain kebijakan yang diimplementasikan dalam

formulasi pembangunan Waduk Lambo mencerminkan model rasional

162
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komprehensif. Sebab, dalam model rasional, seluruh pertimbangan dalam
memaksimalisasi keuntungan sosial (maximum social gain). Demikian pula
dalam pembangunan Waduk Lambo di Kabupaten Nagekeo, telah melewati
rangkaian proses dan waktu yang cukup lama dan panjang. Baik dari proses
kajian di lapangan, tahapan sosialisasi, perumusan potensi positif pembangunan
waduk, proses pembebasan lahan dan lain-lain. Hasial kajian tim lapangan
menunjukkan bahwa kehadiran Waduk Lambo sangat berkontribusi tidak hanya
dalam sarana irigasi pertanian masyarakat, melainkan untuk sarana Pembangkit
Listrik Tenaga Matahari (PLTM), dan menjadi salah satu destinasi wisata untuk
seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Nagekeo.

Ketiga, kelompok kepentingan yang terlibat dalam rencana
pembangunan Waduk Lambo terdiri dari dua kelompok, yakni pemerintah
daerah dan masyarakat adat di tiga desa terdampak pembangunan. Upaya-upaya
yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Nagekeo adalah berusaha untuk
mempengaruhi  pemerintah dalam melanjutkan pembangunan waduk.
Sedangkan usaha yang dilakukan oleh masyarakat adat yang menggandeng
Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) adalah - mempengaruhi
pemerintah pusat dalam menggagalkan lokasi pembangunan waduk di Desa
Rendubutowe, Desa Labolewa, dan Desa Ulupulu. Dan meminta agar lokasi
pembangunan waduk dialihkan ke tempat lain, yakni Malawaka atau
Lowophebu. Namun, pilihan yang direspon oleh pemerintah pusat adalah
melanjutkan pembangunan waduk sesuai dengan lokasi yang diajukan oleh

pemerintah daerah.
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Keempat, Konflik yang terjadi antara masyarakat adat dengan
pemerintah berlangsung dalam dimensi vertikal (atas-bawah) dan dalam bentuk
konflik terbuka. Sebab, aksi-aksi penolakan masyarakat telah masif dilakukan
oleh mereka, baik demonstrasi, penolakan saat akan dilakukan pengukuran
lahan dan lain-lain. Faktor yang memicu terjadinya konflik adalah karena model
desain kebijakan rasional komprehensif yang kaku dan tidak fleksibel dalam
merespon keinginan dan tuntutan masyarakat adat yang memperjuangkan
leluhur, tanah adat, makam para leluhur dan lahan pertanian mereka sebagai
satu-satunya sumber penghidupan mereka. Selain itu, langkah dan upaya
mereka sebagai komunitas adat akar rumput dalam menolak pembangunan
waduk mendapatkan dukungan dari Aliansi Masyarakat Adat Nusantara
(AMAN), sehingga sampai dengan saat ini mereka gigih memperjuangkan hak-
haknya sebagai pemilik yang berkuasa atas wilayah hutan adat, sebagaimana

yang tercantum dalam putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 35.

. Saran

Terkait dengan saran yang dapat peneliti kemukakan dalam konteks
penelitian ini, diuraikan sebagai berikut:

1. Bagi lembaga pemerintahan, baik di daerah maupun provinsi yang memiliki
kewenangan atau otoritas dalam mengelola daerahnya, diharapkan agar
dapat membuat kebijakan yang berpihak kepada masyarakat, tentunya
dengan mempertimbangkan aspek positif maupun negatif yang akan terjadi

di kemudian hari. Sebab, proses pembangunan memiliki tujuan untuk
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mensejahterakan masyarakat, bukan mengesklusi hak-hak masyarakat
tentunya dengan mempertimbangkan sisi positif dan negatifnya.

Kebijakan yang diformulasikan oleh pemerintah, khususnya dalam
pembangunan dapat didesain secara dinamis dengan melihat berbagai hal-
hal yang menjadi kebutuhan masyarakat di daerah. Agar ke depannya tidak
lagi memunculkan konflik terbuka dalam dimensi vertikal antara
pemerintah dengan masyarakat.

Bagi masyarakat yang terdampak pembangunan, utamanya bagi masyarakat
yang berada di tiga desa di atas, agar diperhatikan oleh pemerintah, baik
daerah kabupaten, provinsi, maupun pusat, khususnya pasca pembangunan
waduk. Mengingat, sebagian besar profesi masyarakat adalah petani yang
lahannya dikorbankan dan direlakan untuk pembangunan waduk. Sehingga
hal ini menjadi perhatian khusus agar kedepannya kondisi sosial dan

ekonomi mereka jadi jauh lebih baik dari sebelumnya.
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